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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Peranan 

Perempuan dalam Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menganalisis Peranan Perempuan dalam Lembaga Eksekutif di 

Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Perempuan memegang peranan penting 

dalam perumusan kebijakan di Dinas Perikanan Kabupaten TTU, Peranan perempuan 

sebagai penyelenggara urusan pemerintahan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab 

dinas sehingga yang menjabat sebagai penyelenggara selalu mendukung masyarakat 

kabupaten TTU secara maksimal sesuai dengan visi misi dinas, Peranan perempuan 

sebagai pelaksana administrasi sangat berperan penting dalam dunia kerja khususnya 

perkantoran agar pelaksanaan administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada di 

instansi. Peranan perempuan sebagai pembina unit pelaksana juga sangat penting dalam 

dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka tugas yang dijalankan tidak terlaksana 

dengan baik. Simpulan, Peranan Perempuan sebagai pelaksana Administrasi sangat 

berperan penting dalam dunia kerja khususnya peerkantoran, agar pelaksanaan 

administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada dalam instansi. Pembina Unit 

pelaksana juga sangat penting dalam dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka 

tugas yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik. 

Kata Kunci: Dinas Perikanan TTU, Lembaga Eksekutif,  Perananan perempuan 

 

ABSTRACT 

The research aims to determine the main duties and functions of the role of women in the 

Fisheries Service of North Central Timor Regency. The research method used is 

descriptive qualitative. This type of research is used to describe or analyze the role of 

women in executive institutions in the Fisheries Service of North Central Timor Regency. 

Women play an important role in formulating policies in the TTU District Fisheries 

Service. The role of women as administrators of government affairs has become the duty 

and responsibility of the department so that those who serve as administrators always 

support the TTU district community optimally by the vision and mission of the 

department. The role of women as administrators is very important. Plays an important 

role in the world of work, especially offices, so that administrative implementation does 

not deviate from the corridors of the agency. The role of women as supervisors of 

implementing units is also very important in the world of work because without 

supervisors the tasks they carry out will not be carried out well. In conclusion, the role 

of women as administrative implementers plays a very important role in the world of 

work, especially in offices, so that administrative implementation does not deviate from 

existing corridors within the agency. Implementing unit coaches are also very important 

in the world of work because without a coach the tasks carried out will not be carried out 

well. 
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PENDAHULUAN 

Konsep peran mengacu pada apa yang dilakukan seseorang dalam organisasi 

atau masyarakat. Perilaku seseorang sebagai struktur sosial masyarakat penting juga 

dapat disebut peran. Dalam suatu kegiatan, Anda harus melakukan peran tanpa banyak 

berbicara. Menurut Anggraini & Agustian (2021); Raintung et al. (2021); Soekanto, 

(2002), menjalankan tugas adalah bagian dari keadaan yang selalu berubah.. Peran juga 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh 

suatu jabatan tertentu. Peranan adalah tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam 

upaya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam institusi 

tersebut. Seseorang dapat dianggap berperan jika ia telah melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam institusi tersebut.  

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mengartikan wanita sebagai seorang perempuan (halus, atau putri) (Maymanah et al., 

2023; Sianturi, 2020). Perempuan juga memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari. 

Perempuan juga memiliki peran penting dalam rumah tangga. Peran mereka sebagai ibu 

rumah tangga sangat penting karena mereka harus menjaga, menjaga, dan melaksanakan 

peran mereka sebagai pengatur dan pengurus keluarga. Di mana keluarga dapat dianggap 

sebagai struktur sosial oleh bagian masyarakat lainnya Namun, kebudayaan dan nilai 

masyarakat berubah karena tantangan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. 

Dalam pengamatan ini, eneliti melakukan penelitian tentang peran perempuan 

dalam lembaga eksekutif di Dinas Perikanan; perempuan sendiri harus dapat 

mempertahankan martabat, martabat, dan kehormatan saat melakukan tugas-tugas 

tersebut sambil mempertahankan sifat alami mereka sebagai perempuan. Perempuan yang 

bekerja untuk meningkatkan kemampuan atau keahliannya adalah perempuan karier 

(Nursyaidah, 2020; Thobroni, 2019). Karier sendiri didefinisikan sebagai kumpulan 

pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya 

(Mathis & Jackson, 2010). Menurut UU No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap 

orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan individu. 

Perempuan banyak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Namun, dua 

masalah yang paling sulit bagi mereka adalah memilih untuk tetap berada di rumah dan 

kekurangan pelatihan untuk kepemimpinan publik (Ernawati et al., 2022). Kedua masalah 

ini menunjukkan bagaimana perempuan terus dianggap sebagai warga negara kelas dua. 

Isu gender sering menjadi faktor yang menghalangi kemajuan karir kaum perempuan. Ini 

diperkuat oleh pendapat Dickson (2001), bahwa dalam lingkungan kerja di mana 

dominasi pria, jumlah pria dan wanita setara, atau dengan mayoritas wanita atau 

lingkungan seluruhnya wanita, masalah gender berdampak pada masyarakat, meskipun 

kita tidak selalu menyadarinya. 

Organisasi atau badan yang bertujuan untuk melakukan usaha atau melakukan 

penyelidikan keilmuan disebut lembaga (Ernawati et al., 2022) . Menurut Noviati (2013), 

eksekutif adalah bagian pemerintahan yang bertanggung jawab atas penerapan undang-

undang.  Contoh paling umum dari cabang eksekutif adalah ketua pemerintahan. 

Administrasi, sistem presidensial, pemerintahan, dan sistem perlementer adalah beberapa 

contoh sistem eksekutif. Kata "eksekutif" berasal dari kata Latin "exécure", yang berarti 

"melakukan atau melaksanakan sesuatu". Dalam kebanyakan kasus, badan eksekutif 

bertanggung jawab atas eksekutif. Di negara demokratis, kepala negara, seperti raja atau 
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presiden, biasanya bertanggung jawab atas badan eksekutif; bagian eksekutif dalam arti 

yang luas juga terdiri dari sipil dan militer. 

Lembaga eksekutif adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki 

otoritas dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum (Rohmah, 2019; Zulkarnaen, 

2020). Organisasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan menjaga tata tertib dan keamanan. Sistem 

organisasi eksekutif terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sistem pemerintahan 

perlemen, yang terdiri dari pemimpin negara dan pemerintahan yang berbeda. Presiden 

bertanggung jawab atas kepala negara dan pemerintahan. Namun, sebagai simbol negara 

yang berdaulat, Pemimpin negara hanya berfungsi sebagai representasi. Kedua: Sistem 

pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan, dan parlemen tidak mengawasi langsung eksekutif. 

Dalam pengimplemetasiannya perempuan mengalami kendala dalam 

menjalankan tugasnya yaitu: minimnya kesempatan yang di berikan. Faktor ini 

dipengaruhi karena faktor isu gender. Perempuan, harus mencapai dua kesuksesan yaitu 

sukses dalam mengurus tugas-tugas domestik dan sukses dalam kariernya. Konflik inilah 

yang mempengaruhi diri perempuan. Jadi, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah 

Peranan perempuan dalam lembaga eksekutif di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten TTU dalam upaya menjalankan tugas Perempuan di dunia kerja. 

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Dinas Perikanan Kabupaten TTU sebagai 

objek penelitian. Alasan peneliti memilih Dinas Perikanan karena kepala Dinas di Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kab.TTU merupakan seorang perempuan. Tentu kondisi ini akan 

berdampak pada peranannya memiliki beban ganda. Beban ganda yang di maksudkan 

adalah mengurusi tugas-tugas domestik sekaligus menjalankan tugas dikantor sebagai 

Kepala Dinas. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kepala dinasnya 

ternyata perempuan, padahal perempuan identik dengan pekerjaan domestik saja. Di lain 

sisi jumlah Sumber daya manusia Perempuan (SDM) sedikit, dibanding jumlah dengan 

laki-laki.  

Berdasarkan data yang di peroleh Peneliti, Jumlah pegawai atau karyawan yang 

bekerja dalam Dinas Perikanan adalah 19 orang yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 

13 laki-laki. Berdasarkan data bahwa perempuan yang menjabat sebagai Kepala   sangat 

sedikit karena di lihat dari segi jumlahnya perempuan yang menjabat sebagai kepala 

hanya 4 orang sedangkan laki-laki berjumlah 7 orang.  Perempuan yang menjabat di 

Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada posisi dan jabatan Kepala Dinas, Kasie 

Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap, Kasie Sarana dan Prasarana Perikanan 

Budidaya, dan Kasubag Keuangan dan Asset. Jika dilihat dari segi jumlahnya memang 

sangat sedikit dibandingkan dengan kuantitas laki-laki yang menjabat pada Dinas ini. 

Namun demikian, kuantitas antara laki-laki dan perempuan ini tidak dijadikan tolak ukur 

untuk mengukur peranan perempuan dilembaga eksekutif. 

Oleh karennya, peneliti tertarik meneliti mengetahui Tugas pokok dan fungsi 

peranan perempuan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah 

Utara. Manfaat untuk masyarakat, memberikan informasi dan gambaran kepada seluruh 

masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tentang pentingnya peran perempuan dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. untuk pemerintah, memberikan informasi dan 

gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara agar dapat menjadi 

pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait peran perempuan diwilayah 

pemerintahannya. bagi pegawai, dijadikan bahan masukan bagi pegawai dalam 

menjalankan tugasnya di Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Timor Tengah Utara. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti 

akan mengumpulkan dan menganalisis data empirik secara sistematis. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan, menjelaskan, dan memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang arti dan mekanisme peran perempuan dalam 

lembaga eksekutif. (Pemerintahan) Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peranan 

perempuan sebagai perumus kebijakan, perempuan sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan, perempuan sebagai pelaksana administrasi dan perempuan sebagai 

pembina unit pelaksana. 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan. 

Hasilnya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan kesimpulan. 

Pedoman yang telah disiapkan peneliti digunakan untuk melakukan studi di lapangan, 

yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.  Karena proses penelitian kualitatif 

berbentuk siklus, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara berurutan. Untuk 

memenuhi kebutuhan peneliti, informan dipilih secara purposive, artinya individu-

individu yang memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat menjelaskan keadaan 

sebenarnya.  Peneliti juga menganalisis temuan wawancara melalui Proses pengumpulan 

data, pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan terdiri dari empat 

tahap. Data pengumpulan dilakukan untuk mendapatkan data lapangan sebelumnya., 

reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data, dan penyajian data diberikan dalam 

bentuk tabel dan teks naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memverifikasi 

dengan berpikir dan meninjau ulang catatan lapangan sebelumnya.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peranan perempuan tidak bisa dilepaskan dari aktifitas-aktifitas yang berkaitan 

dengan tugas-tugas domestik dan tugas dalam menjalankan kariernya. Perempuan 

biasanya dianggap lemah lembut, keibuan, dan emosional, sehingga mereka sesuai untuk 

mengerjakan tugas rumah tangga yang membutuhkan kesabaran. Selain mengerjakan 

tugas domestiknya perempuan juga bekerja di lembaga eksekutif. Perempuan bekerja di 

luar rumah dengan tujuan menunjang perekonomian keluarga. Perannya sama untuk laki-

laki dan perempuan, dan orang-orang yang bekerja di sektor publik dianggap kuat, 

rasional, dan kuat.  

Dalam penelitian ini, Penulis mengamati langsung terkait dengan Peranan 

Perempuan dalam lembaga eksekutif (Kepala Dinas Perikanan, Kasie pengembangan 

teknologi perikanan tangkap, kasie Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Kasubag 

Keuangan dan Asset). Jadi, yang berperan dalam lembaga eksekutif atau pemerintahan 

tidak hanya laki-laki melainkan perempuan juga berperan penting. Di dunia zaman 

sekarang perempuan di anggap lemah oleh laki-laki. Namun, yang terjadi saat ini pula 

yang bekerja di lembaga eksekutif atau pemerintahan adalah perempuan. Salah satu 

Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Perikanan Kabupaten TTU yang di pimpin oleh Seorang 

perempuan. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Perikanan tentunya 

memiliki Tupoksi yaitu: Membuat kebijakan teknis untuk perikanan budidaya, 

menetapkan program kerja untuk Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis Dinas, 

dan memberikan penyuluhan dan pengembangan potensi di bidang perikanan dan 

kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
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Selain itu, perempuan harus mampu membangun basis dukungan yang tidak 

hanya berasal dari perempuan tetapi juga dari jenis kepemimpinan yang dapat menembus 

batas dan merangkul semua anak bangsa (Irmayani, 2022). Pada umumnya, di Indonesia, 

pembagian pekerjaan antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan 

dalam masyarakat. Apabila perempuan mampu secara optimal dan sesuai dengan 

kodratnya, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan keluarga 

hingga perubahan skala nasional.  

Dalam Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara, peranan–peranan 

perempuan sebagai berikut: 

 

Perumus Kebijakan  

Mengembangkan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi isu-

isu dalam agenda politik disebut formulasi kebijakan. Perumusan kebijakan, menurut 

Dunn (2003);Hidayat (2019); Wahyono (2020), adalah jalur tindakan yang 

memungkinkan untuk dilakukan yang dapat membantu mencapai nilai-nilai dan 

memecahkan masalah kebijakan. Penulis mengetahui dari wawancara yang mereka 

lakukan bahwa proses perumusan kebijakan merupakan bagian penting dari pekerjaan 

sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam kasus perempuan di dinas perikanan, tugas 

menyusun kebijakan teknis pada umumnya dan di bidang sumber daya manusia, 

mengembangkan dokumen untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas dukungan teknis pada Badan dan melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan 

oleh badan.  

Perumus kebijakan menjadi sangat penting dalam organisasi atau Dinas karena 

menjadi ujung tombak bagi kelancaran implementasi kebijakan dikemudian hari. 

Mengidentifikasi fenomena dan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi Langkah 

awal yang seharusnya dapat dilakukan oleh seorang perumus kebijakan (Andhika, 2019; 

Bali, 2017). Di Dinas Perikanan, peran perumus kebijakan juga diambil peran oleh 

perempuan, pada dinas perikanan, perempuan juga berperan sebagai perumus kebijakan. 

pada kantor dinas perikanan, perempuan yang menjabat sebagai perumus kebijakan 

seperti kepala dinas, kasie sarana dan prasarana perikanan budidaya, kasie pengembangan 

teknologi perikanan tangkap, dan kasubag keuangan dan asset. oleh karenanya peran-

peran awal dalam perumusan kebijakan juga dipegang oleh seorang perempuan yang 

berperan sebagai kasie sarana dan prasarana perikanan budidaya, dalam wawancara yang 

dilakukan penulis, Praxedia Yvoni De Antonia Lake mengungkapkan bahwa: 

“Mengidentifikasikan masalah dan penyusunan skala prioritas, 

perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan”.  

Perumus kebijakan sangat di butuhkan dalam perkantoran agar pelaksanaan 

kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan plafon anggaran yang ada, dan agar 

lebih terarah pelaksanaannya. Ada sejumlah langkah dalam proses perumusan kebijakan 

publik, menurut (Dunn, 2003). Ini termasuk penyusunan agenda; pembuatan kebijakan; 

adopsi dan legitimasi kebijakan; pelaksanaan kebijakan; dan penilaian dan evaluasi 

kebijakan. Tugas pokok sebagai seorang perumus kebijakan adalah merumuskan 

kebijakan akan dijalankan unit/Dinas, dan mengawas pelaksanaan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam Dinas Perikanan seperti 

anggaran tahunan dan perekrutan tenaga kerja. Hal ini senada yang disampaikan oleh 

Kasie Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya bahwa:  
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“Yang menjadi kebijakan dalam masa jabatan sebagai Kepala Dinas, 

saya merumuskan kebijakan seperti anggaran tahunan dan perekrutan 

tenaga kerja dalam Dinas Perikanan, agar lebih terarah pembangunan 

yang dilaksanakan dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan plafon 

anggaran yang ada”  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan 

sebagai perumus kebijakan dapat mendukung kelancaran urusan-urusan kantor sehingga 

dapat menghasilkan output yang baik. Jadi, yang menjabat sebagai perumus kebijakan 

dalam Dinas Perikanan Kabupaten TTU adalah Perempuan. Jadi, tidak ada bedanya 

antara laki-laki dan perempuan di Dinas Perikanan karena semua bekerja sesuai 

tupoksinya masing-masing.  

 

Penyelenggara urusan pemerintah 

Dalam perspektif statistika, "pemerintah" didefinisikan sebagai lembaga atau 

badan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya untuk mencapai 

tujuan negara (Supandi et al., 2023; Susanto & Hairani, 2024). Di sisi lain, dalam 

perspektif dinamika, "pemerintahan" didefinisikan sebagai tindakan badan publik 

tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional (Liunsili et al., 

2017; Simorangkir et al., 2022). Pemerintahan dapat didefinisikan dalam arti luas, semua 

fungsi pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Namun dalam arti sempit, 

governance mencakup kegiatan pemerintahan yang hanya mencakup sektor eksekutif 

saja.  

Menjaga sistem ketertiban masyarakat sehingga dapat menjalankan kehidupan 

secara wajar adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan (Jaya et al., 2021; Labolo, 

2023; Lasahido, 2021). Selain itu, pemerintah modern pada dasarnya berfungsi untuk 

membantu masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang memungkinkan setiap 

komunitas mengembangkan kapasitas dan inisiatif mereka untuk kemajuan bersama. 

Pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Abra, 

2020). sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945, presiden republik 

Indonesia adalah orang yang memegang kekuasaan. sedangkan pemerintah daerah dan 

DPRD menyelenggarakan urusan pemerintah.  

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU 

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, meningkatkan daya saing 

daerah, dan pemberdayaan peran masyarakat. Salah satu tujuan utama pembentukan 

pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dalam ketertiban 

sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara wajar. Dinas Perikanan memiliki 

wewenang untuk penyelenggaraan pemerintahan (Jaya et al., 2021; Supusepa, 2022; 

Vargholy et al., 2023).  

Dinas Perikanan Kabupaten TTU mempunyai rencana kerja yang disusun 

sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat Kabupaten TTU secara 

maksimal sesuai dengan visi dan misi, artinya perempuan pada Dinas Perikanan 

Kabupaten TTU tidak pernah mengintervensi urusan-urusan pemerintahan daerah yang 

berkaitan dengan kebijakan. Dinas Perikanan juga membuat perjanjian kinerja berjenjang 
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dalam tahun anggaran, dan membagi staf sesuai tugas pokok dan fungsi, seperti halnya 

dalam wawancara yang dilakukan penulis berikut ini:  

“Verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas, melaksanakan 

pengelolaan dan pembayaran gaji dan juga tunjangan pegawai, serta ada 

beberapa kegiatan di Dinas Perikanan yang sasarannya pad acara 

pengolahan dengan bahan baku ikan. Dinas Perikanan memiliki 

wewenang untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, petani ikan, dan 

pengolahan hasil perikanan”  

Terdapat dua jenis pembagian urusan pemerintah: dekonsentrasi dan 

pembantuan. Perangkat atau wakil pemerintah pusat di daerah dapat menangani urusan 

pemerintah pusat, sedangkan gubernur, yang dibantu oleh daerah atau desa, dapat 

menangani urusan pemerintah pusat yang bertentangan. Berdasarkan temuan penelitian 

peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: yang menjadi urusan penyelenggara pemerintah 

bisa di atasi oleh perempuan dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya pada pelayanan dan pembudidaya ikan secara optimal sehingga mencapai 

tujuan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena perempuan dalam lembaga eksekutif di Dinas 

Perikanan sudah mengetahui tupoksinya masing-masing.  

 

Pelaksanaan administrasi 

Tindakan atau pelaksanaan rencana yang direncanakan dengan teliti disebut 

pelaksanaan (Darise & Bagou, 2019; Mamuaja et al., 2021; Wowor et al., 2019). 

Sederhananya, pelaksanaan bias berarti penerapan. Pelaksanaan adalah tindakan atau 

upaya untuk menerapkan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan ini harus melengkapi semua persyaratan, termasuk siapa yang melakukan, 

di mana mulai, siapa yang melakukan, dan bagaimana harus dilakukan. Tidak ada 

pelaksana administrasi di kantor.  

Pelayanan teknis administrasi seperti administrasi akademik, keuangan, 

kepegawaian, dan umum disediakan oleh unsur pelaksana administrasi. Tujuan 

administrasi menurut Sedianingsih et al. (2014), administrasi mempunyai tujuan antara 

lain: Mengamankan rahasia kantor atau organisasi dan Mengelola dan memelihara 

dokumentasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Administrator sangat di 

butuhkan dalam perkantoran agar kegiatan dalam perkantoran dapat berjalan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai hasil wawancara, Narasumber 

mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai administrator mengalami kendala 

misalkan dokumen yang ada kadang tidak sesuai dengan tupoksi, dan Pelayanan yang 

berbelit-belit. Oleh karena itu, sebagai Pelaksana administrasi perlu mengetahui 

tupoksinya. tupoksi yang di maksudkan adalah: menyusun agenda, membuat program 

kegiatan, membuat surat-menyurat.  

“Administrator dapat dibutuhkan dalam perkantoran agar kegiatan 

dalam perkantoran bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing- masing.”  

Salah satu tujuan administrasi menurut Sedianingsih et al. (2014), Administrasi 

adalah mengelola serta memelihara arsip organisasi, yang membantu menjalankan fungsi 

manajemen seperti perencanaan, organisasi, penggerak, dan pengendalian. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, Peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwa perempuan sebagai 

Pelaksana administrasi sangat penting dalam perkantoran sehingga yang berkaitan 

dengan rahasia-rahasia kantor dapat terjaga dan dokumen-dokumen penting tidak 

tercecer. Ada juga Pelaksana administrasi laki-laki dan perempuan pada Dinas Perikanan. 
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Jadi, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan pada dinas karena semua bekerja 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

 

 

Pembinaan unit pelaksana  

Pembinaan merupakan tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik 

(Indra, 2020; Zahra et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa beberapa kemungkinan telah 

berkembang, kemajuan, atau kemajuan dalam evolusi. Ada dua komponen pembinaan: 

pembinaan biasa berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan biasa 

menunjukkan kepada perbaikan (Akbar et al., 2022; Mahaputra, 2022). Tugas Pembinaan 

unit pelaksana yaitu melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Perikanan 

dan Kelautan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pembina unit Pelaksana sangat 

urgen dalam dunia kerja karena unit pelaksana bersentuhan langsung masyarakat. Sebagai 

Pembina harus tegas dalam membina unit pelaksana agar semua proses dalam pelaksaan 

dapat berjalan sesuai dengan target. Sebagai Pembina unit pelaksana juga mengalami 

kendala dalam membina. Oleh karena itu, meninjau ulang kebijakan berdasarkan 

dialog/diskusi.  

“Memberikan arahan dan saran, menyusun rencana kegiatan dan 

program unit pelaksana, bekerja sama dengan bidang-bidang lain untuk 

meningkatkan keberhasilan unit pelaksana. Sedangkan, Model pembinaan 

yang digunakan dalam membina seperti pembinaan displin, pembinaan 

karier dan pembinaan pendidikan dan pelatihan. Dari ketiga model 

pembinaan ini harus dipadukan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kerja pegawai Dinas Perikanan.”  

Ada juga tugas- tugas pokok sebagai Pembina unit pelaksana yaitu menyusun 

rencana kegiatan dan program unit pelaksana, melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Unit Pelaksana, dan memangkas prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit, jika 

dalam perjalanan pembinaan unit pelaksanaan terhadap hambatan yang tidak dapat 

ditangani dengan baik, maka pimpinan akan berkomunikasi dengan pimpinan daerah 

untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan unit pembinaan tersebut. Hasil 

penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa, dalam Dinas Perikanan juga memiliki 

Perempuan yang menjabat sebagai Pembina Unit Pelaksana. Pembina unit pelaksana 

sangat penting karena tanpa seorang pembina dalam perkantoran maka tugas yang 

dijalankan akan simpang siur atau tugas yang dijalankan tidak sesuai tujuan visi misi 

kantor. 

 

SIMPULAN 

Peranan Perempuan sebagai Perumus kebijakan Di Dinas Perikanan Kabupaten 

Timor Tengah Utara sudah menghasilkan kebijakan sehingga perempuan yang menjabat 

di Dinas Perikanan Kabupaten TTU bekerja sesuai dengan visi misi Dinas sehingga apa 

yang di harapkan dapat tercapai sesuai rencana atau target Dinas. Urusan pemerintah 

daerah khususnya di Dinas Perikanan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas 

sehingga yang menjabat sebagai penyelenggara khususnya Perempuan yang bergerak di 

bidang tersebut, selalu mendukung masyarakat Kabupaten TTU secara maksimal sesuai 

dengan visi dan misi Dinas. Peranan Perempuan sebagai pelaksana Administrasi sangat 

berperan penting dalam dunia kerja khususnya peerkantoran, agar pelaksanaan 

administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada dalam instansi. Pembina Unit 
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pelaksana juga sangat penting dalam dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka 

tugas yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik.  
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